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ABSTRAK
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ABSTRACT
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Selain itu pula tanah juga dapat diperjual belikan dan dijadikan obyek

transaksi seperti. sewa tanah, bagi hasil dengan obyek tanah, jual tahunan, serta
gadai tanah. Praktek transaksi yang berkaitan dengan tanah sangat sering kita
jumpai di dalam kehidupan masyarakat, dan sebagaian besar perilaku transaksi
adalah petani, Salah satu transaksi tanah sering kita jumpai adalah gadai tanah
pertanian seperti sawah ataupun kebun. Gadai merupakan salah satu ketegori dari

perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang,
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maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap
utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan

(orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (orang yang

tersebut dibuat dengan maksud untuk melindungi kedua belah pihak dari
penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada pemerasan. Dalam praktiknya
gadai tanah masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif
yang berlaku. Pada waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat
menembus kembali tanahnya, penerima gadai masih dapat menggunakan tanah
gadai tersebut. Hal-hal semacam itu dapat dilihat bahwa pihak pemberi gadai

dalam posisi yang dirugikan dan pihak penerima gadai dalam posisi yang




menguntungkan. Dalam hal ini dalam proses gadai tanah pertanian diharapkan

mampu memberikan keuntungan satu sama lain baik sipenggadai maupun
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proses gadai ini adalah sipenerima gadai padahal sesuai dengan aturan yang
berlaku tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan sendiri. Dalam hal ini disini
kita bisa membina dan menanamkan pemahaman kepada sipenggadai maupun
yang akan menerima gadai itu sendiri seiring dengan berjalannya waktu dan
semakin hari semakin modern. Akan tetapi pemahan dalam masyarakat itu sendiri
masih kurang mengenai gadai itu sendiri dan masih melakukan transaksi gadai

vang diluar dari aturan vang berlaku, Padahal kita ketahui pada:




Undang-Undang Nomor 56 Perpu 1960 pada pasal 7 dinyatakan
bahwa Tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun dikembalikan
pada yang punya tanpa kewajiban untuk membayar.

Mengenai tentang proses perjanjian gadai tanah pertanian di Desa Bonto
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di identifikasikan
permasalahan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Tinjauan Yuridis terkait pelaksanaan Gadai Tanah pertanian di
Desa Bonto Marannu Kabupaten Bantaeng?




2. Bagaiaman upaya pemerintah desa agar pelaksanaan gadai tanah pertanian
yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di desa bonto
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pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terkait dengan Peraturan yang
berlaku dalam menyelesaikan sebuah perkara gadai tanah pertanian menurut
berdasarkan aturan yang berlaku.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi
Peran Pemerintah dalam memutuskan kebijakan terkait pelaksanaan gadai
tanah pertanian di masyarakat yang bertujuan melakukan aktivitas-aktivitas

kolektif yang bertujuan melakukan perubahan sosial.
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KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bak

mﬂmpﬂlﬁim m cermat, m w§ i ands 104a0

Wl

.;b\‘
\“ ’,
- N / ‘
o sie s e ey
| 11injaua (g

penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu

menurul atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah dan besar yang masih

mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta

bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun
untuk menjawab  permasalahan. Tinjauan merupakan usaha  untuk
menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data schingga hasil analisis




dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah
semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan

ini bersifat baku dan mengikat semua orang diwilayah dimana hukum tersebut,
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Dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan
uang. Definisi gadai dalam Islam disebut dengan Rahn. yaitu suatu perjanjian
untuk menahan suatu barang vang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan
utang. Rahn juga merupakan suatu akad utng piutang dengan menjadikan barang
'yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara’ sebagai jaminan,
shingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara ctimologi, Rahn ialah al-babs,




artinya tertahan sedangkan menurut terminologi adalah Ja ala ain labaa qimab
maaliah fi nazri al syar'l wa tsiigab bidain babaitsu yumkin al dain, au akbaza

ba'dhab min tilk al ain. ( menjadikan benda berupa harta yang mempunyai harga
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yang memiliki nilai ekonimis secara hukum syara’ artinya barang itu dapat
diperjual-belikan, dan merupakan barang yang halal dan milik sah orang
yang berutang.

2. Utang (al-marhunbih), merupakan hak wajib yang harus dikembalikan
kepada orang tempat berutang utang itu dapat dilunasi dengan barang
jaminan sesaui dengan kesepakatan.




Lembaga gadai menurut KUHperdata ini masih banyak digunakan didalam

praktek. Kedudukan pemegang gadai lebih kuat dari pemegang jaminan

b). Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barangbarang yang
bergerak milik seseorang (Pasal 1152 ayat (3) juncto Pasal 528 KUHPdt),
karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau
dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap dan
selalu mengikuti kepada siapapun objek barang-barang yang digadaikan itu berada
(droit de suite). Jika kebendaan atau barang-barang yang digadaikan hilang atau

dicuri orang lain, maka kreditur pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali.
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c). Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak preferensi) kepada
kreditur pemegang hak gadai (penerima gadai) (Pasal 1133, Pasal 1150 KUHPdt).
d). Gadai bersifat acessoir pada perjanjian pokok, seperti perjanjian pinjam-

meminjam uang, utang piutang, atau pegj

3. Pengertian Gadai menur /

Pt ;\\\w- "rum
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memenuhi syarat sahnya perjanjian pada pasal 1
1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok masalah tertentu

4, Suatu sebab yang tidak terlarang

Lebih lanjut, harus diingat bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai

dengan Undang-undang scbagai undang-undang bagi mereka yang membuat.
Ketentuan ini dikenal juga servanda. Dengan demikian, dapat ditolak bahwa
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segala klausul yang disepakati bersama oleh pihak (Selama tidak bertentangan
dengan Pasal 1320 KUHPerdata) sah dan mengikat bagi pihak yang membuat

perjanjiantersebut.

2. Untuk lebat atau tanah perikanan yang diusahan pemberi gadai harus
memberikan kesempatan bagi penerima gadai untuk menimati hasil.

Gadai sebagai suatu hak yang mendahulukan dari seorang kreditur untuk
memperoleh pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 1133 KUH
Perdata mengenai hak untuk di terlebih dahulukan diantara para kreditur terbit
dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek. Sedangkan Pasal 1134 KUH
Perdata:
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“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang
diberikan kepada scorang kreditur sehingga tingkatannya lebih
tinggi dari pada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat
piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak
istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang
ditentukan sebaliknya.”
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(Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek,
Bandung, Sinar Grafika, him. 77).

Pasal 1152 KUH Perdata “Hak gadai, atas benda bergerak dan atas
piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang
gadainya dibawah kekuasaan kreditur atau seorang pihak ketiga,
tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak salah
adalah hak padai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam
kekuasaan kreditur.” Hak gadai hapus, apabila barang gadainya
keluar dari kekuasaan penerima gadai. Apabila namun barang
tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri
daripadanya, maka berhaklah ia menuntuinya kembali,
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wbagmmm disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan
apabila barang gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak
pernah hilang.

Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang
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UUPA(Undang-Undang Pokok Agraria) tidak memberikan pengertian apa
yang dimaksud denagn Hak Gadai (Gadai Tanah). Untuk memperoleh
pemahaman tentang pengertian Gadai Tanah, berikut ini dikemukakan pendapat
seperti Boedi Harsono, Gadai tanah adalah hubungan hukum seseorang dengan
tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya.
Selama vang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang

‘gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai,
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Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut penebusan tergantung pada
kemauan dan kepampuan pemilik tanah yang yang menggadaikan, banyak gadai
yang berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik
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1) Sudarsono mengemu

- Pinjam meminjam u

sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka

barang tanggungan tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman;

- Barang yang diserahkan kepada pemberi pinjaman uang sebagai tanggungan
hutang,

2) H. Sulaiman Rasjid mengemukakan bahwa gadai atau jaminan adalah suatu

barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
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3) Boedi Harsono menyatakan bahwa hak gadai adalah hak dari pemegang gadai
untuk menggunakan tanah kepunyaan orang lain (penjual gadai) yang
mempunyai hutang padanya,selama utang tersebut belum dibayar lunas
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Pengertian lain tentang Hak gadai (Gadai Tanah) adalah penyerahan
sebidang tanah milik seseorang kepada orang lain untuk sementara waktu yang
sekaligus diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak lain secara tunai
sebagai uang gadai dengan ketentuan bahwa pemilik tanah baru memperoleh
tanahnya kembali apabila melakukan penebusan dengan sejumlah uang yang
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a. Terjadinya Hak Gadai Tanah
Hak Gadai (Gadai Tanah) pertanian bagi masyarakat Indonesia
khususnya petani bukanlah hal yang baru. Semula lembaga ini diatur/tunduk
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padanya dengan perjanjian bahwa tanah itu akan kembali setelah ia
mengembalikan uang dalam jumlah yang sama kepada pemegang gadai. Dalam
perjanjian gadai menggadai tanah mengenai besarnya uang gadai tidak selamnya
tergantung pada kesuburan tanahnya namun tergantung dari kebutuhan penggadai.
Oleh karena itu tidak jarang tanah yang subur digadaikan dengan harga yang
rendah, begitu pula dengan tanah yang tingkat kesuburannya rendah digadaikan
dengan uang gadai yang tinggi.
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kebanyakan gadai itu
diadakan dengan pertimbangan sangat merugikan penggadai dan menguntungkan
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hasil dan lain-lain. pada umumnya orang yang menguasai tanah-tanah yang luas
tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya, sehingga tanah-tanah yang dikuasainya
dibagi hasilnya kepada petani yang tidak mempunyai tanah atau tidak cukup
tanahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya bahkan tidak jarang dalam
hubungan gadai para petani yang pemilik tanah kemudian menjadi penggarap
dengan jalan bagi hasil.
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Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 hak
gadai dimasukkan ke dalam hak-hak yang bersifat sementara yang diharapkan
akan hapus dalam waktu tidak terlalu lama, namun dalam kenyataannya masih

gadainya kemudian dilanjutkan oleh para ahli waris masing-masing pihak.

Dalam proses penggadaian / perjanjian tidak boleh merugikan salah satu
pihak baik yang pegadai dan penerima gadai yang mengandung unsur pemerasan.
Pada pasal 1338 ayat (3) KUH perdata menentukan bahwa * Suatu perjanjian
harus dilaksanakan dengan iktikad baik yang berarti dalam pembuatan dan

pelaksanaan suatu perjanjian harus harus tidak merugikan salah satu pihak.
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Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Penggadaian Tanah
mekanisme yang dituangkan dalam pembangunan umum, kepentingan umum
berbeda dengan mekanisme di atur dala
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peraturan perudang-undangan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun
1961 tersebut yang digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran, Peralihan dan Pembebasan Hak, dalam Bab V Pasal 37
rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan lainnya, kecuali pemindahan hak
lelang hanya dapat didafiarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
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PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.

Sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,

maka setelah para pihak yang berkepentin
hadapan PPAT, maka para pi
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disebabkan karma Hak Gadai (Gadai Tanah) merupakan perjanjian penggarapan
tanah bukan perjanjian pinjam-meminjam uang.
b. Ciri - Ciri Hak Gadai Tanah
Hak Gadai (Gadai Tanah) menurut hukum adat mengandung ciri-ciri
sebagai berikut:
1. Hak menebus tidak mungkin kadaluarsa.
E.Penmgmg gadai selalu berhak untuk mengulanggadaikan tanahnya.
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3.Pemegang gadai tidak boleh menuntut supaya tanahnya segera ditebus.
4.Tanah yang digadaikan tidak bias secara otomatis menjadi milik pemegang
gadai bila tidak ditebus.
Menurut Boedi Harsono. sifat-sif
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3. Hak Gadai (Gadai Tanah) dapat dibebani dengan hak-hak tanah yang lain.
Pemegang gadai berwenang untuk menyewakan atau membagihasilkan
tanahnya kepada pihak lain. Pihak lain itu bias pihak ketiga, tetapi bias
juga pemilik tanah sendiri. Pemegang gadai bahkan berwenang juga untuk
menggadaikan tanahnya itu kepada pihak ketiga tanpa perlu meminta izin
atau memberitahukannya kepada pemilik tanah (menganakgadaikan atau
Onderverpanden). Perbuatan ini tidak mengakibatkan terputusnya



hubungan gadai dengan pemilik tanah. Dengan demilian, tanah vang
bersangkutan terikat pada hubungan gadai:
. Hﬂk Gﬂﬂi (Gﬂdﬂi Tﬂnﬂh} dﬂ]gﬂn hareatili

Menurut Effendi Perangin, Gadai Tanah mengandung unsur eksploitasi, karena
hasil yang diterima pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan pada umumnya
jauh lebih besar dari pada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai
vang diterima pemilik tanah, Sifat pemerasan pada pada Hak Gadai Tanah
adalah:




a. Lamanya gadai tanah berbatas. Beberapa tahun saja tanah itu dikuasai oleh
pemegang gadai, tanah tidak akan dikembalikan kepada pemilik tanah
apabila tidak ditebus.

bila sudah ditebus oleh

NS
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Ketentuan yang mengatur cara penebusan uang gadai diatur di UU No. 56
Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu :

1. Dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa barang siapa

menguasai tanah pertaanian dengan hak gadai yang pada mulai
berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih
wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu
sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak
ada hak untuk menuntut pembayaran uwang gadai, Atas dasar
ketentuanini jika Hak Gadai Tanah yang sudah berlangsung
selama 7 tahun atau lebih, maka tanah harus dikembalikan
kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan dalam wakiu sebulan
setelah tanaman yang ada dipanen. Hal ini diasumsikan bahwa
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pemegang gadai vang menggarap tanah pertanian selama 7
tahun atau lebih, maka hasilnya akan melebihi uang gadai yang
ia berikan kepada pemilik tanah pertanian.
2. Dalam pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa mengenai Hak Gadai
Tanah yang pada mulanya berlaku peraturan ini belum
berlangsung 7 tahun, maka nilik tanah berhak untuk
memintanya kembali setiap telak
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sesuatu. Secara bahasa menurut Abu Zakariyyah Yahva bin Sharaf al-Nawawi
pengertian al/-Rahn adalah al-subut wa al-Dawam yang berarti “tetap dan kekal.
Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam
kata al-habsu wa al-Luzum “menahan dan menetapkan sesuatu”. Dengan

demikian, pengertian ar-rahn secara bahasa seperti yang terungkap diatas adalah

tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang. Secara istilah




menurut Ibn Qudamah pengertian al-Rahn adalah al-mal al-ladhi yuj"alu

wathigatan bidaynin yustaufa min thamanihi in ta"adhara istifa"uhu mimman

huwa,, alayh “suatu benda yang dijadikan keperce

\\

“menjadika suatu barang yang bisa dijual sebagai jamina utang dipenuhi dari
harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.” Sayyid Sabiq
menambahkan bahwa rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai
nilai harta dalam pandangan syara“sebagai jamina utang, yang memungkinkan
untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut, Wahbah al-
Zuhayli berpendapat bahwa gadai dalam term Rahn adalah habsu shay™ bihaggin
yumkin istifa “whuminhu “menahan sesuatu yang disertai hak untuk
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memanfaatkannya”. Dengan pengertian tersebut, rahn menjadikan suatu barang
sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang
dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Bagi Wahbah, jenis barang

il
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banyak manfaat bagi manusia. Menurut Sumaryanto dan Tahlim (2005),
menyebutkan bahwa manfaat lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori.
Pertama, use values atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai
personal use values, Kedua, non use values dapat pula disebut sebagai intrinsic

values atau manfaat bawaan,




27

D. Penelitian Relevan

Pada beberapa karya ilmiah maupun skripsi yang terkait dengan judul

penelitian ini akan menjadi referensi antara lain:
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mengkaji tentang gadai tanah pertanian.
E. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau suatu kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran
dari penelitian yang disitensikan dari fakta-fakta. observasi dan kajian
perpustakaan. Oleh karena itu, kerangka berfikit memuat teori, dalil atau konsep-
konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran

variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan
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permasalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab
permasalah penelitian. (Ismail, 2019 :125)




BAB I11
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
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tentang gadai tanah yang ferjadi karena kurang memahaminya bagaimana
proses gadai tanah itu sendiri.

2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dan setelah seminar
proposal.
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C. Data dan Sumber Data
1.  Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada

) ; dikumpuikan ut
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memiliki pengetahuan, pengalaman, informasi yang dicari.
Adapun informan kunci pada penelitian ini ialah, Kepala Desa, Anggota
DPRD, Notaris, Sekretaris Desa, dan Kasi Pemerintahan.
E. Instrumen Penelitian
Adapun cara untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan
penelitian, makadalam hal ini peneliti berperan aktif dalam instrumen penelitian.
Hal tersebut disebabkan karena dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai
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perencana dan sekaligus sebagai pelaksanan darai rancanganpenelitian yang sudah
disusun. Diharapkan proses pengambilan data tetap sesuaidengan perencanaan
yang telah dibuat dan mendapatkan hasil seperti

Adapun yang digunakan pada peneli
1.
lokasi peneliti
perlu ¢
2. Pedo
\ 1 c— \\’ an :— :.:" ~::: upi
\ BV Z s N\
WAWANCAra Secar: S libagi ke daia b
( o ~h\ 7 "N _
permasalahan \ Q i -") . 6e
wawancara,

PR ~
Py 0PN
3. Alat/ Bahan Dokun

Penulis juga mengambil data dokumentasi yang dibutuhkan dalam
penelitian berupa gambar dan foto yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam
penelitian. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai
data pelengkap dari peneliti yang dilakukan oleh peneliti di Desa Bonto Marannu
T a—
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F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam penelitian ini ada
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Pemerintah Daerah dan salah satu Pakar Hukum. Teknik wawancara yang
digunakan untuk memperoleh informasi lebih rinci tentang mengenai tinjauan
yuridis terhadap pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Bonto Marannu
Kabupaten Bantaeng.
3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.
Dalam melaksanakan metode dokumentasi. Dokumentasi akan dijadikan data
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tambahan dalam penelitian ini untuk memperkuat data yang diperoleh dari
observasi dan wawancara.
G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis dan dalam seb Jitian sangat dibutuhkan bahkan

merupakanbagian yang sangg
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2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Milles
dan Hubberman, 2002: 18). Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan tersebut
kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan

secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang di teliti.




3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan
Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiata utuh, artinya makna-

makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya,




keberadaaan Bantaeng pertama kali, karena Kabupaten Bantaeng sebagai bekas
Afdeling pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda sudah lama dikenal sebagai
pusat pemerintahan formal.

Bahkan sejak tanggal 11 November 1737 Resident Pertama Pemerintahan
Hindia Belanda telah memimpin pemerintahan di Bantaeng.Dengan status
"Buttatoa”, maka kita menoleh kepada sejarah jauh sebelumnya, ketika kerajaan
Bantaeng terbentuk pada abad XII, yang telah ditemukan oleh 50 kerajaan
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Singosari dan Kerajaan Majapahit ketika memperlebar usaha dagang dan
kekuasaan kewilayah timur dan dicatat dalam berbagai dokumen, antara lain peta

wilayah Singosari dan buku Prapanca yang befjudul Negara Kertagama.
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bagian Kerajaan
Bulan 12 (dua belas).
yang terdiri dari perwakilan rakyat melalui Unsur Jannang (Kepala Kampung)
sebagai anggotanya, yang secara demokratis mennetapkan kebijaksanaan
pemerintahan bersama Karaeng Bantaeng.

Tahun 1254 dalam atlas sejarah Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan
wilayah Bantaeng sudah ada, ketika kerajaan Singosari 51 dibawah pemerintahan
Raja Kertanegaramemperluas wilayahnya ke daerah timur Nusantara untuk
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menjalin  hubungan niaga pada tahun 1254-1292. Penentuan autentik Peta
Singosari ini jelas membuktikan Bantaeng sudah ada dan cksis ketika itu.
Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 masehi, sehingga dijuluki Butta Toa atau

Tanah Tuo (Tanah berscjarah). Selanj

/// J“J ,;,, B) \\\\\\
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pertama dilantik pada tanggal 1 Februari 1960.
2. Letak Geografis Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wilayah kabupaten yang
berada di Provinsi Sulawesi Selatan secara geografis, Kabupaten Bantaeng
terletak antara 5°21°13'" 5°35°26"" Lintang Selatan dan 119°51°427" 120°05°27""

Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Bantaen dan 3 diantaranya berada

diwilayah pesisir dengan batas sebagai berikut :




a. Sebelah Utara
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

¢. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

\\\\\“ | 'h///

- g terdiri dari 8 kecamatan, batas wilayah batasan
Bulukumba.

38
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B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan tentang Tinjauan yuridis terkait

mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah
tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut
pembayaran uang gadai,

Berdasarkan hasil wawancara dengan SH (Notaris Siti Hasniati) “Pengaturan
gadai tanah secara khusus diatur dalam UU Perpu 56 Tahun 1960 tentang
penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam Pasal 7 dinyatakan barang siapa
berlakunya peraturan ini sesudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib
mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah
tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut
pembayaran. Gadai tanah maksimal 7 tahun harus dikembalikan kepada




pemilik sesuai dengan aturan UU Perpu 56 tahun 1960, namun kenyataanya
vang diterapkan pada masyarakat tidak sesuai dengan Perundang-undangan
lebih lanjuta mengatakan perlu nya aturan tertulis dalam pelakasaan gadai
dikhawatirkan adanya akibat hukum pada proses gadai”.

dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi
uang (pihak mana di sebut “pemegang gadai”). Selama itu pemegang gadai
berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KU (Kepala Desa Bonto Marannu)
“mekanisme pelaksanaan Gadai tanah di Desa Bonto Marannu pada
umumnya masih berlaku sistem adat dimana pelaksanaannya menerapkan
sistem adat’hukum adat yang berisi perjanjian antara kedua bela pihak,
perjanjian antara kedua bela pihak menggunakan cara yang lama yang
berdasarkan dengan sistem adat dan telah di atur dalam hak dan wewenang
pemerintah desa itu sendiri. Yang pada umumnya apabila menggunakan




41

peraturan perundang-undangan manapun akan menghasilkan proses
pelaksanaan gadai tanah yang berkepanjangan™.

Secara umum dapat dikatakan bahwa gadai itu terjadi di dalam masyarakat
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Hal ini diungkapkan oleh SP (Kasi pemerintahan Desa Bonto Marannu)
“mekanisme gadai tanah pertanian di Desa Bonto Marannu kedua bela
pihak melakukan mediasi yang menghasilkan perjanjian gadai pertanian
yang di tanda tangani oleh kedua bela pihak, dengan mempehatikan
sertifikat tanah dan KTP, hal ini dapat dilihat pada surat perjanjian yang
ditandatangi oleh beberapa sanksi dari kedua bela pihak™.

Pada dasarnya tidak mudah untuk menghapus adat kebiasaan tersebut dan
menjalankan hak gadai atas tanah pertanian sesuai UUPA. Iak gadai atas tanah
pertanian semula diatur oleh hukum adat, namun seletah berlakunya UUPA, maka
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hak gadai tersebut disebut sebagai hak bersifat sementara (Pasal 16 ayat(1) huruf
“h” jo pasal 53) pasal 16 ayat(1) dan pasal 53 UUPA.
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hukum yang disebut “Jual Gadai”. Jual gadai ialah penyerahan sebidang tanah
oleh pemilik kepada pihak lain dengan membayar uang kepada pemilik tanah
dengan perjanjian bahwa tanah itu akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila
pemilik mengembalikan vang yang diterimanya kepada orang yang memegang
tanah tersebut.

Dalam ketentuan undang undang, mengenai gadai yang berlangsung
selama 7 tahun harus dikembalikan kepada pemilik dengan tanpa penebusan (
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Pasal 7 ayat 1 UU No. 56 Perpu tahun 1960)sedangkan atas gadai yang
berlangsung belum sampai 7 tahun, maka penyelesaiannya didasarkan pada

ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3), Pelaksanaannya ketentuan ini diikuti dengan
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‘atau mengambil manfaat dari padanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SP ( Kasi Pemerintahan
Desa Bonto Marannu) “lebih menerapkan aturan adat setempat
sebagai dasar dari penerapan mekanisme atau pelaksanaan gadai
tanah pertanahan. Salah satu ketentuan yang mengatur masalah
gadai tanah terdapat pada Undang-undang yang menimbulkan
hubungan hukum antar personal dengan tanah milik orang lain™.




Dalam pengaturannya lebih efekti menggunakan sistem adat karena
masyarakat iehihmenerhmdmﬁdnkmmﬁkm.seﬁnggapmsesgadaitamh
cfektif cara menggunakan cara yang lama. Pelaksanaan gadai tanah sering kali
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tanahnya,maka pemegang gadai tidak dapat memaksakan pada pemilik tanah
untuk melakukan penebusan, paling tidak yang dapat dilakukan hanya
mengalihkan hak gadainya pada pihak ketiga menggadaikan (onderverpanden)
atau memindahkan gadai (doorverpanden) atas persetujuan atau sepengetahuan
penggadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KU (Kepala Desa Bonto

Marannu)“sebagai jaminan untuk melegalkan upaya pelaksanaan
gadai ada bebera hal yang dipenuhi selama perjanjian itu disepakati
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kedua belah pihak dan Pemerintah desa sebagai pemberi kepastian
hukum dengan Surat Perjanjian. Namun pelaksanaan tersebut
ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran dalam perjanjian gadai
mereka harus menyepakati aturan konvensi dalam masyarakat™.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan SH ( Notaris Siti
Hasniati) “Dalam pelaksanaan gadai inipun terjadi transaksi kedua
pihak, wajib ada saksi dan pemerintah setempat. Namun prosedur
gadai yang paling penting dalam transaksi gadai tanah adalah
pemerintah sebagai penengah ketika terjadi masalah”.

Perkembangan selanjutnya dari lembaga gadai tanah menurut Hukum Adat
oleh Subekti dikemukakan bahwa ada beberapa Pengadilan Negeri yang
putusannya menjelaskan bahwa di dekat kota besar terdapat suatu perkembangan




dari gadai tanah menurut Hukum Adat ini dengan diberikannya bentuk jual beli
kembali yang dituangkan dalam akta-akta notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengaf) KU (Kepala Desa Bonto
Mamnnu“makai:mmerupaknn -mbangs i i

i
\\\\\“"h//
u/ '/
Gadai (Hukum Adat) Mcnurut salah satu Anggoia DRPD
yaitu seb
a) Hak
b) Hak Ge
) Hak Gadai i
¢) Hak gadai

Hak Gadai dengan persetujuan pemilik tanahnya, dapat "dialihkan” kepada
pihak ketiga, dalam arti hubungan gadai yang lama menjadi putus dan digantikan
dengan hubungan gadai yang baru antara pemilik dan pihak ketiga itu
("menimbulkan gadai" atau doorverpanden).

Menurut pandangan SH (Notaris Siti Hasnati) “syarat pelaksanaan

gadai tanah umumnya yang paling penting merupakan adanya

kesepakatan kedua pihak yang melakukan perjanjian gadai tanah,

berkomitmen satu sama lain, dan apabila kedua syrat umum itu
tidak berlaku terhadap sebuah proses pelaksanaan gadai tanah itu,
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tidak sah di mata hukum. Pada kenyataannva nantinya ketika
terjadi sesuatu dikemudian hari maka masalah tersebut tidak
mampu dilanjut ke jalur peradilan karena sebulmnya tidak ada
komitmen/kesepakatan kedua pihak yang melakukan gadai tanah™.
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memberikan jaminan sebcsar 1 GUG Uﬂﬂ pertahun da!am perjanjian
tanah. Dikarenakan manakala dilaksanakan akan terjadi pertikaian
setelah melakukan transaki Perjanjian tanah. Lebih tepatnya aturan

yang digunakan lebih mengarah ke hukum Adat™.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SH ( Notaris Siti Hasnati)
“Dalam pelaksanaan gadai inipun terjadi transaksi kedua pihak,
wajib ada saksi dan pemerintah setempat. Namun prosedur gadai
yang paling penting dalam transaksi gadai tanah adalah pemerintah
sebagai penengah ketika terjadi masalah”.
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Kemudian untuk menentukan besarnya uang gadai biasanya disesuaikan

dengan luas tanah, tingkat kesuburan dan tak kalah pentingnya dalam menentukan

besarnya uang gadai adalah kebutuhan uang dari pemilik tanah (penggadai),

tanah, tingkat kesuburan dan tak kalah pentingnya dalam menentukan besarnya
uang gadai adalah kebutuhan uang dari pemilik tanah (penggadai), karena
sescorang menggadaikan tanahnya jika ia berada dalam keadaan yang sangat
mendesak, misalnya untuk pengobatan, untuk hajatan perkawinan. Biasanya
pemilik tanah lebih suka menyewakan tanahnya dari pada gadai. Kalau disewakan
sampai pada jangka waktu yang ditentukan, maka tanah akan kembali tanpa

tebusan, hanya dalam sewa uang yang diperoleh lebih kecil. Sepanjang yang
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diketahui tentang proses perjanjian jual beli gadai tanah pertanian di masyarakat
pedesaan dapat digambarkan sebagai berikut :

. Akad Perjanjian Jual beli Gadai

nah o dimiliki peniu
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panen, jika diatas tanah ada tanaman, m

itu baru ditaman atau sudah mendekati untuk berbuah atau buah sudah mau mulai
dipanen, kalau baru ditaman, maka penjual gadai (penggadai) mengganti biaya
tanaman kepada pemegang gadai, kalau tanaman buahnya sudah mendekati untuk
panen % bulan lagi maka ditunggu sampai selesai panen kalau masih waktu panen
dan waktu tanam berada di tengah tengah, maka hasil panen dibagi dua.
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Berdasarkan wawancara dengan SH (Notaris Siti Hasnati) “Dalam
melakukan gadai tanah yang berhak atas tanah adalah penerima
gadai sepenuhnya. Pada gadai memeperhatikan adanya perjanjian
dan komitmen menjaga objek gadai supaya tidak merusak
ekosistem alam sepertl, memhmt
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Maka peneiti menyimpulkan bahwa kewajiban dari pemegang gadai atas
tanah pertanian sama dengan orang yang menguasai tanah pertanian lainnya,
sebagaimana diatur dalam aturan perundang undangan Pasal Undang Undang
pokok Agraria, wajib memelihara kesuburan tanah serta tidak menelantarkannya,
kelalaian atas kewajiban ini diancam kurungan selama 3 bulan. Sedangkan hak
dari penjual gadai atas tanah pertanian inimenerima pembayaran sejumlah uang

yang telah disepakati atas dilepaskannya hak garap atas tanah pertanian miliknya,
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dapat melakukan penebusan setiap saat sesuai dengan batasan | tahun panenan
untuk pemegang gadai. kewajiban yang harus memberikan jaminan kenyamanan

hukum &

S e v (b o
: it NN\
gﬂﬂal A i T T ‘\‘::‘»‘. A 2‘&,"“/“(
1JU No. 56

d ---_:::— 4.5\;:-—:
AN

V} :""n,,..,n\“:

'/‘/‘"U un 1
N \

i qu \

antara keduanya. Ole
gadai tanah terhadap pelaksanaan gadai tanah dalam hukum adat. Lembaga gadai
tanah ternyata masih dipakai oleh sebagian masyarakat dan sebagai dasar hukum
sekaligus menjadi bukti bahwa hukum adat masih diakui keberadaannya dalam
tata hukum Indonesia yang dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yakni sebagai
berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal
11 Aturan Peralihan, yang menyebutkan : " Segala peraturan perundang-
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undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini". Maksud dari i1si Pasal tersebut adalah,

tetap diberlakukannya segala peraturan yang dibuat pada masa penjajahan

te_.rutam Pasal 131 ayat 2

bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-
peraturan yang tercantum dalam UndangUndang ini dan dengan peraturan
perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-
unsur yang bersandar pada hukum agama". Jadi maksud dari isi Pasal tersebut

di atas adalah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
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Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ini, hukum adat turut dijadikan sebagai dasar
pembentukan peraturan tentang Hukum Agraria Nasional.

¢. Undang-undang no. 9 tahun 1969, pada pasal 6 tercantum bahwasannya sifat

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maksud dari ketentuan
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ialah bahwa dalam
masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis atau masih berada
dalam suatu masa pergolakan, maka peran hakim dalam hal ini, berfungsi
sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang
di dalam lingkungan masyarakat, sehingga hakim harus mampu terjun ke
tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, mengetahui, dan dapat memahami
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dan merasakan akan arti penting hukum dan rasa keadilan yang hidup dan
tumbuh di dalam masyarakat.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1996 Tentang

“’,xj’/ - % /
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tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi
Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, yang memungkinkan pula upaya
penghimpunan dana dari masyarakat berupa pengeluaran obligasi guna
pengembangan usahanya.

f. Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 yang mengatur tentang Perusahaan
umum (Perum) Pegadaian. Berbeda dengan perusahaan jawatan yang hanya
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memiliki sistem dan konsep pegadaian, namun untuk perusahaan umum ini
dari mulai bentuk fisik, dalamnya dan lainnya miliki mereka.

g. Peraturan pemerintah no 103 tahun 2000, menjadi salah satu peraturan yang

n umum dan masuk pada

N

Perubahan dasar hukum perjanjian jual gadai tanah dari ketentuan jual

gadai adat menjadi ketentuan jual gadai yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 56
Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian merupakan bagian dari
upaya perubahan format hukum untuk menuju masyarakal yang rasional.
Perubahan tersebut dilakukan atas dasar Pasal 53 ayat 1 UUPA yang menjelaskan
bahwa hak gadai merupakan hak yang sifatnya sementara dan harus diusahakan

hapus dalam waktu yang singkat. Selain itu juga jual gadai menuntut ketentuan
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adat dalam prakteknya mengandung unsur eksploitasi, karena hasil yang diterima

oleh pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan setiap tahunnya umumnya
lebih besar dari pada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai yvang

melindungi pihak pemilik tanah dari tindakan yang mengandung unsur
pemerasan/eksploitasi dari pihak pemegang gadai yang umumnya mempunyai
kemampuan ekonomi kuat, sehingga berdasarkan penelitian, maka disarankan
-agar ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 lebih disosialisasikan
oleh berbagai pihak sehingga peraturan ini bisa berlaku efekiif. dan untuk

menjamin kepastian hukum perjanjian gadai perlu dibuat dalam bentuk tertulis.
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 dan pasal-pasal lainnya dari
KUHPerdata dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak gadai,
adalah sebagai berikut:
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Pasal 1150 KUHPerdata).
d). Gadai bersifat acessoir pada perjanjian pokok, seperti perjanjian
pinjam-meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal
1150 KUHPerdata).
Pengertian gadai sendiri terdapat di dalam Pasal 1150 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh

seseorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
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seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan
kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasannya dari barang tersebut secara
didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk
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segala klausul yang disepakati bersama oleh pihak (Selama tidak bertentangan
dengan Pasal 1320 KUHPerdata) sah dan mengikat bagi pihak yang membuat
perjanjian tersebut. Berdasarkan rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui
bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur dibawah ini harus dipenuhi:
a) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.
b) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
¢) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk
memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang
kreditur (droit de preferent).
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d) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk
mengambil sendiri pelunasan secara mendahului

Ruang lingkup hukum perjanjian gadai yang mana suatu pihak menuntut

Z. v B et
P2, % S TN
) daA
5 (4’/."”'.:\“?.\-\\\'

/) th
v y

hari sehingga desa memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah gadai
tanah pertanian dengan cara memepertemukan kedua bela pihak (kekeluargaan).
Namun masalah gadai tanah pertanian yang sering terjadi di desa
Bontomarannu belum ada yang sampai jalur peradilan melainkan diselesaikan di
desa secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat antara kedua bela pihak yang
bersangkutan dan didampingi oleh pemerintah desa baik itu oleh Kepala Desa dan

perangkat Desa yang lainnya. Mekanisme gadai tanah pertanian di Desa Bonto




Marannu kedua bela pihak melakukan mediasi yang menghasilkann perjanjian
gadai pertanian yang di tanda tangani oleh kedua bela pihak, dengan
mempehatikan sertifikat tanah dan KTP, hal ini dapat dilihat pada surat perjanjian
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a) Hak Gadai jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu
akan hapus, kalau dilakukan penebusan oleh yang menggadaikan.

b) Hak Gadai tidak berakhir dengan meninggalnya pemegang gadai.
jika Pemegang Gadai meninggal dunia, maka hak tersebut beralih

kepada ahli warisnya.
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Hak gadai dapat dibebani dengan hak-hak tanah lainnya, pemegang gadai
berwenang untuk menyewakan atau membagihasilkan tanahnya kepada pihak lain.
Dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian
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berdasarkan dengan sistem adat. Pada umumnya apabila menggunakan peraturan
perundang-undangan manapun akan menghasilkan proses pelaksanaan gadai tanah
vang berkepanjangan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa gadai itu terjadi di dalam masyarakat
karena di satu pihak kebutuhan uang sangat mendesak sehingga pemilik tanah
menyerahkan tanahnya kepada pihak lain yang memberikan uang padanya dengan
perjanjian bahwa tanah itu akan kembali setelah ia mengembalikan uang dalam
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jumlah yang sama kepada pemegang gadai. Kemudian pada proses perjanjian
gadai tanah biasa disaksikan oleh pemerintah desa khususnya kepala desa dan

beberapa saksi lainnya agar perjanjian yang dilakukan dapat dibuktikan apabila
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2. Upaya Pemerintah Desa Bonto Marannu dalam melakukan pelaksanaan
gadai tanah Pertanian
‘Gadai merupakan salah satu jenis transaksi tanah, yaitu sejenis perjanjian
timbal balik yang bersifat rill, dilapangan hukum harta kekayaan, merupakan
salah satu bentuk perbuatan tunai dan berobyek tanah. Intinya ialah : penyerahan

benda (sebagai prestasi) yang berjalan serentak dengan penerimaan pembayaran
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tunai (seluruhnya kadang-kadang sebagian selaku kontra-prestasi). Perbuatan

“menyerahkan”™ itu dinyatakan dengan istilah “jual. Di dalam hukum tanah,

transaksi jual dapat mengandung 3 maksud yaitu:
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patokan tegas mengenai sifat sementara waktu tersebut.

Menurut pakar pertanian tanah pertanian adalah medium alat tempat
tumbuhnya tumbuhan dan tanaman yang tersusun dari baha-bahan padat, gas, dan
cair. Tanah pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian
yang selain sebagai persawahan dan tegalan juga semua tanah perkebunan,




tambak untuk perikanan tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas
ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.

Tahun 1963 tentang Penye

P [ A s

1T |l € Vi
\\\\\l"h
- ta"]‘.\' \b‘\\y.:

2 Kepmen Pertanian da
masalah yaitu pemegang gadai dengan seizin penggadai memindahkan gadainya
kepada orang lain (pihak ketiga). Dalam Pasal 3 Kepmen Pertanian dan Agraria
ini dinyatakan bahwa: Jika dengan seizin penggadai, pemegang gadai
memindahkan gadainya kepada orang lain, sehingga untuk selanjutnya hubungan
gadai itu berlangsung antara penggadai dan orang yang menerima gadai itu, maka
sejak pemindahan gadai itu dilakukan timbulnya gadai baru (ayat (1).
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Jangka waktu gadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Perpu No.
56 Tahun 1960, maka waktu gadai berlaku sejak pemindahan itu (ayat (2)). Jika
masalah di atas menyangkut pemindahan gadai oleh pemegang gadai kepada

orang lain atas izin penggadai, maka se
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dalam penyelesaian gadai yang dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 1961 terjadi
sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka :

a. Jika tingkat pertama penyelesaiannya supaya diusahakan secara
musyawarah antara penggadai dengan pemegang gadai, dengan disaksikan
oleh Kepala Desa/Panitia Landreform desa tempat letak tanah atau
tanaman yang bersangkutan;




b. Jika tidak dapat dicapai penyelesaiannya secara yang tersebut di atas,
maka soalnya digjukan kepada panitia Landreform daerah tingkat 11

¢. Jika salah saty . DA
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pemegang gadai tidak memiliki tanah atau memiliki tanah kurang dari 1 (satu)
hektar, sedang penggadai, selain tanah yang digadaikan itu masih memiliki tanah
seluas paling sedikit 2 (dua) hektar, maka pemegang gadai berhak membeli tanah

yang digadaikannya itu seluas untuk mencapai 1 (satu) hektar, dengan harga yang
ditetapkan bersama oleh penggadai, pemegang gadai dan panitia landreform
kecamatan.
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Gadai tanah pertanian sebagai konsepsi lembaga hukum yang didasarkan
atas ket entuan hukum adat, dimana dalam pelaksanaannya mengandung unsur

eksploitasi/pemerasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penggadai

transaki Perjanjian tanah. Lebih tepatnya aturan yang digunakan lebih mengarah
ke hukum Adat™.

Pelaksanaan gadai tanah di desa Bonto marannu ketika ada yang melakukan
Gadai, aturan yang dugunakan tidak menggunakan Hukum nasional. masyarakat
lebih memilih perjanjian dengan aturan adat atau musyawarah mufakat. Dalam
perjanjian gadai pemilik dan penerima gadai hanya melakukan perjanjian dengan

2 bela pihak saja tanpa ada pihak ke 3 sebagai saksi, namun tetap memberikan




hitam diatas putih sebagai legalitas perjanjian. Perjanjian Sesuai UU No 56 Perpu
Tahun 1960 menyebutkan Dalam ketentuan undang undang.mengenai gadai yang

berlangsung selama 7 tahun harus dikembalikan kepada pemilik dengan tanpa

///'ul‘v\\\
‘\

Wy,

Biasanya pemilik tanah lebih suka menyewakan tanahnya dari pada gadai. Kalau
disewakan sampai pada jangka waktu yang ditentukan, maka tanah akan kembali

tanpa tebusan, hanya dalam sewa uang yang diperoleh lebih kecil. Pelaksanaan

gadai tanah di desa Bonto marannu ketika ada yang melakukan Gadai, aturan yang
dugunakan tidak menggunakan Hukum nasional. masyarakat lebih memilih
perjanjian dengan aturan adat atau musyawarah mufakat. Dalam perjanjian gadai

pemilik dan penerima gadai hanya melakukan perjanjian dengan 2 bela pihak saja
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tanpa ada pihak ke 3 sebagai saksi, namun tetap memberikan hitam diatas putih
sebagai legalitas perjanjian. Perjanjian Sesuai UU No 56 Perpu Tahun 1960

menyebutkan Dalam ketentuan undang undang,mengenai gadai vang berlangsung

[{atdll -

pedesaan dapat dibuat sendiri atau dibuat oleh aparat desa, dalam hal ini
oleh Sekretaris Desa dengan mencantumkanidentitas penggadai scbagai
pihak pertama dan yang membeli gadai pihak kedua.
b. Di dalam akta perjanjian dibawah tangan tersebut ditentukan luas tanah
¢. Menentukan harga yang telah disepakati antara penjual gadai dan pembeli
gadai.
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d. Menentukan batas waktu atau lamanya gadai.
e. Pengesahan oleh Kepala Desa.

Hak pemegang gadai atas tap@h pertanian dapat mengambil
manfaat/menikmati hasil dari tana
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Seperti halnya sebuah sengketa pada pelaksanaan gadai tanah satu
rangkaian dari endapan historis yang belum terputus sampai kini. Bisa kita lihat
yang menjadi pemegang gadai adalah pada umumnya orang-orang yang telah
mapan sedangkan tanah pertaniannya juga tak bisa dibilang sedikit. Dalam kaitan
ini sebenmya sipemberi gadai secara berangsur-angsur tapi pasti hanya bekerja
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sebagai penggarap saja atau sebagai buruh tani saja. Hak dan kewajiban Pihak
gadai semuanya diatur sesuai dengan kesepakatan bersama baik itu pengelolaan
hasil dan Pengaturan Pengembalian biayva sewa atas tanah yang digadaikan.
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B. Saran
Adapun saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat
seharusnya lebih sering mengadakan sosialisasi peraturan perundang-
undangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat berpandangan lebih
positif terhadap setiap undang-undang yang lahir di negara ini.
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2. Diharapkan kepada pemerintah dan semua pihak yang berwenang baik dari
pihak pemerintah Desa, ataupun instansi pertanahan agar dapat

k}m\"m[é :*" .
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\pertanian,

Y
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> namanya dibawah ini kami masing-masing sebagai berikut :

13 . SAEMA Binti TONTA ( Pihak Dari NAMA Bin GASSING)

r :49 Tahun

2rjaan : Petani
- Dusun Selayar Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng

(selanjutnya disebut pihak | (pertama)
ha . NAHARIAH Binti UMMARANG (Pihal Dari SARA Bin Upa)

Lr + 62 Tahun

rjaan : Petani _
. Dusun Loka Desa Bonto Maranny Kecamatan UluBre Kabupaten Bantaeng

[selanjutnya disébut pihak 1! (| Kedilag)
bk | (pertama) dandpihak Il Thedda) Dengst i A mewyatakan gersedia nrenyelesaikan
masalahan denganjalan Perjanjian, dengan perjanjian sebagay borikuts

| Tanah perumahan mil e SARA Bidh UPA\ Yana diwariskan kepada NAHARIAH Binti
UM MARANG A jualiteyas S Nisla SIS TS i YA seharga /iy 0000,

7. Rumah yang ada berdiri di tanah tersebut oleh SAEMA Binti TONTA di berikan kepada
SAMBE Bin GASSING.

3. Kuburan yang ada didalam tanah tersebut tdak periu di pindahkan tapi harus di beri pagar.

4. Setelah perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua bela pihak, Sudah tidak ada masalah
dengan Lahan yang dimaksud, dan tidak akan menyimpang rasa dendam dan tidak ada
tuntutan apapun dikemudian hadi, baik dari pihak | (pertama) dan pihak Il {kedua) ataupun
keluarga dari kedua bela pihak.

Litcian curar keterangan perjanfiziating ditands tangani bersa .2 tanpa ada paksaan dan bujukan
b pihak manapun juga deg anahila ¢f K nudinn lkami melanggas -uret terjanjian ini maka karn!
% sedia diproses sesual hukum Yang benaty
Bantaeng, 27 Maret 2019
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J-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEX.

3N Menten Lalam Negen Nomor 54 Tanun 2011 lenang Fegoman Senerpian Rekomendas: Seneitan
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